BAB V
KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan
1. Pertanggungjawaban Komando merupakan peraturan yang telah di kenal luas
dan sejak lama di gunakan oleh pengadilan intersional untuk menjerat para
pelaku kejahatan HAM berat di dunia internasional tetapi baru di atur di
indonesia pada tahun 2000 lewat Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM selanjutnya dalam pengaturanya terdapat berbagai
kelemahan antara lain:

a. adanya tafsiran kalimat yang keliru dalam pasal 42 ayat 1 Undang-
undang No 26 tahun tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

b. Undang-undang No 26 tahun tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
tidak mengatur Kejahatan Perang yang diatur dalam pasal 8 Statuta
Roma tahun 1998.

c. Masih berlakunya kadaluawarsa kasus pelanggaran HAM berat di
Indonesia dan praktek impunitas di Indonesia lewat Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi (KRR)

2. Sinkronisasi Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
dapat dilakukan dengan pendekatan Elaborated Approach yaitu dengan
mengadopsi Statuta Roma yang di elaborasi dengan Undang-undang No 26

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan interprestasi tata bahasa
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(taalkundige atau gramatikale interpretetie)yaitu cara penafsiran berdasarkan
bunyi ketentuan undang — undang dalam hal ini Statuta Roma tahun 1998.
5.2. Saran
1 Bagi Masyarakat
Adanya desakan untuk Pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM
berat di Indonesia dan menempuh jalur hukum khusnya bagi korban atau keluarga
korban dengan melakukan pengaduan di Komnas HAM.
2 Bagi Pemerintah
Pemerintah dalam hal ini eksekutif, legislatif dan yudikatif harus berperan
aktif dalam penyelesain pelanggarann HAM berat dengan membentuk Pengadilan
HAM ad hoc dan revisi Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
dengan melakukan adopsi Statuta Roma tahun 1998.
3 Bagi Akademisi
Adanya desakan untuk Pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM
berat di Indonesia dengan cara menulis dan meneliti tentang Pertanggungjawaban
Komando agar masyarakat dan pemerintah mendapatkan banyak referensi baik dari
segi hukum, moral dan sosial.
4 Bagi Penegak Hukum
Penegak hukum sebagai gerbang keadilan harus membuat keputusan yang
objektif dan harus lepas dari tekanan dari pihak luar selain itu penegak hukum dalam
hal ini Kejaksaan Agung harus berani mengambil langkah tegas dalam memproses

kasus pelanggaran HAM karena banyak kasus pelanggaran HAM yang
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direkomendasikan oleh Komnas HAM yang tidak di proses dengan alasan belum cukup
bukti atau bertentangan dengan asas Nebis in idem seharusnya Kejaksaan Agung dapat
berinisiatif memproses pelanggaran HAM berat dengan mencari bukti baru dan
mengenyampingkan asas Nebis in idem seperti yang diatur dalam pasal 17 Statuta
Roma tahun 1998.
5 Bagi Militer

Adanya inisiatif yang baik dari militer dalam membantu penegak hukum
dalam mencari alat bukti dan memberikan dokumen operasi militer yang berhubungan
dengan kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus semanggi 1, kasus semanggi 2 dan
kerusuhan mei tahun 1998 dengan peran militer akan membantu untuk menyelesaikan

pelanggaran HAM berat di Indonesia.
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